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Putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi UU Nomor 22 Tahun 2001 berimplikasi pada adanyatafsir
konstitusional pengelolaan hulu minyak dan gas bumi di Indonesia yakni pada pel aksanaan konsep
kepenguasaan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
realitas dan implikasi pelaksanaan sistem fiskal dan kelembagaan pengelola hulu minyak dan gas bumi yang
sesual dengan amanat konstitusi. Penelitian ini menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif.
Penggunaan metode kualitatif dilakukan untuk melihat bagaimana realitas pel aksanaan sistem fiskal dan
kelembagaan pengel ola terhadap penerimaan negara dengan teknik analisis deskriptif. Sementara
penggunaan metode kuantitatif terbatas untuk membandingkan bagaimana komposis penerimaan negara
dan kontraktor atas penerapan sistem kontrak bagi hasil gross split dan cost recovery dengan teknik analisis
regres berganda.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem kontrak bagi hasil KBH adalah sistem fiskal yang mampu
menerjemahkan konsep kepenguasaan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana
amanat konstitusi. Dalam pelaksanaan sistem KBH Cost Recovery, pemerintah rata-rata mendapatkan
komposisi 55,96 persen dari total penerimaan minyak dan gas bumi. Pada tahun 2016, komposisi
penerimaan pemerintah adalah sebesar 38,41 persen. Berdasarkan analisis data historis dan proyeksi minyak
bumi, komposisi penerimaan pemerintah dan kontraktor tidak berbeda jauh jika menggunakan sistem KBH
gross split dimana rentang penerimaan pemerintah adalah 41 - 42 persen sementara kontraktor sebesar 57 -
58 persen dari total penerimaan minyak dan gas bumi. Kelembagaan pengelola yang memiliki risiko fiskal
paling rendah adalah berbentuk badan usaha khusus sebab pemerintah tidak menjadi pihak peserta kontrak.
The Constitutional Court 39 s decision on the judicial review of Law Number 22 2001 has impacted to the
constitutional interpretation of upstream oil and gas management in Indonesia, namely on the concept of
state control and the greatest prosperity of the people. This study aimsto analyze the reality and implications
of the implementation of the fiscal system and management body of upstream oil and natural gasin
accordance with the mandate of the constitution. This research combines qualitative and quantitative
methods. The use of qualitative methods is conducted to see how the implementing of the fiscal system and
management body to state revenues by descriptive analysis techniques. The use of quantitative methodsis
limited to compare how the composition of state revenue and contractors on the implementation of gross
split and cost recovery production sharing contract with multiple regression analysis techniques.

This study concludes that the production sharing contract PSC is afiscal system capable for translating the
concept of state control and the maximum prosperity of the people as mandated by the constitution. In the
implementation of the PSC cost recovery, the government gets average of 55.96 percent of total oil and gas
revenues. In 2016, government revenues amounted to 38.41 percent. Based on analysis of historical data and
projection of petroleum, government revenue and contractor does not differ much if using gross split PSC
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where the government revenue range is 41 42 percent while contractor equal to 57 58 percent of total oil and
gas revenue. The organizational institution that has the lowest fiscal risk isin the form of a specia business
entity because the government is not a party to the contract.



